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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Katholik, Pendidikan Diploma III,

pekerjaan Dagang, alamat

———————————— Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan

Selatan, sebagai Penggugat;
MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan -------------------

, alamat

Provinsi Jawa Tengah,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9
Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
dengan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 9 Februari 2016 telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di
Kota Semarang pada tanggal 19 Maret 2000, yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : tertanggal 20 Maret 2000;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus

perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat
dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta selama kurang lebih 6 tahun
kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat
Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 4 tahun dan
terakhir kumpul di alamat tersebut;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai
keturunan 2 orang, yang bernama:

a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 14 Januari 2001 sekarang berada dalam
asuhan Tergugat;

b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 06 Februari 2004 sekarang berada dalam
asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak
tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam
dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut disebabkan:

a. Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat tanpa
memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama

b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

c. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni
ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga

bersama;
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7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada
Januari 2011 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat
dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama
atas kehendak sendiri dan Penggugat kembali menganut agama Penggugat
sebelumnya yaitu Khatolik. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta
tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan
selama kurang lebih 5 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan
tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak
demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk
menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun
dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan
kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai
dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang
demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi
untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa,
mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat
(TERGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
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Subsidair:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat hadir secara in person menghadap di persidangan
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah meskipun
berdasarkan relaas  panggilan nomor  76/Pdt.G/2016/PA.Bjb  tanggal
26 Februari 2016 dan 28 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara sah dan
patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 633/51/111/2000 tanggal 20 Maret 2000
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan
Kotamadya Semarang yang telah dilakukan pemateraian kemudian
(nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014
serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan

PNS, bertempat tinggal di

Kota Banjarbaru, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan
Tergugat yang bernama Sarmadi sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
keturunan 2 orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis sekitar 5 tahun karena antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Banjarbaru, Tergugat sudah tidak
pernah datang lagi ke Banjarbaru sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat kembali lagi ke agama Katholik sejak tahun 2012
karena saksi melihat Penggugat pergi ke Gereja sejak tahun 2012;

2. SAKSI Il umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kota Banjarbaru, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan
Tergugat yang bernama Sarmadi sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan telah dikaruniai keturunan
2 orang, anak pertama berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak
yang kedua berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak
5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 4-5 tahun,
Penggugat pulang ke Banjarbaru dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah
datang lagi ke Banjarbaru sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat sekarang telah kembali ke agama semula yaitu agama
Katholik karena sejak pulang ke Banjarbaru, Penggugat tinggal bersama

dengan ibu kandung Penggugat yang juga beragama Katholik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan

semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk
berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana
Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama
Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru
maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat
secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah
sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki
kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat
diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat

datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
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menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang
sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu
Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak
mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka
Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan
tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam
yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih menjadi

pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :
Ll ) Sl Abol Jlsisl jian 535 Ol

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu

diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun
demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang
berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri
dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut
agar Pengadilan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah
melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap
benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat
tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut :
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1. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan
sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah
yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 5
tahun yang lalu karena Tergugat sudah tidak pernah datang lagi ke Banjarbaru
untuk menemui Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2012, Penggugat telah kembali ke agamanya yaitu agama
Katholik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai
keturunan 2 orang, anak pertama berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan
anak yang kedua berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis
lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih
sekitar 4-5 tahun, Penggugat pulang ke Banjarbaru dan sejak saat itu Tergugat
tidak pernah datang lagi ke Banjarbaru sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat sekarang telah kembali ke agama semula yaitu agama
Katholik sejak pulang ke Banjarbaru;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok
antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut
memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah
bercerai dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa setidaknya sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi karena sejak Penggugat pulang ke Banjarbaru,
Tergugat tidak pernah datang menemui Penguggat dan selama itu pula antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal layaknya suami istri dan sudah

tidak rukun lagi;
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- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Banjarbaru setidaknya sejak tahun 2012,
Penggugat telah kembali ke agamanya semula yaitu agama Katholik;

- Bahwa Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan
menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil demikian
halnya dengan keluarga Penggugat juga telah berupaya untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat
dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang
terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak
akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan
perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan
dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas,
terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian
yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan
satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah
kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur

terjadinya suatu perceraian;

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha
menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang
dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur
pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah peralihan
agama atau murtad sebagaimana dalam Pasal Pasal 116 huruf (k) Kompilasi
Hukum Islam yang menyebutkan “(k) peralihan agama atau murtad yang
menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam persidangan terungkap bahwa
sejak Penggugat pulang ke Banjarbaru sekira sejak tahun 2012 maka sejak saat
itu Penggugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Katholik dan sejak
berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi
dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai
suami isteri. Bahwa dengan kenyataan demikian, maka ketentuan Pasal 116 huruf
k Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan sependapat dengan
pendapat yang terdapat dalam kitab Fighussunnah Juz Il halaman 389 yang untuk
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan yaitu :

g o) 33, O JAYL Lagia JS 43 Mo camdall) da 530 ) Z93N )
Wi a4 80 034 9 Lagriay 48 )il Aoy ga Lagia

Artinya : Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan
mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang

dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan

putusnya perkawinan itu berupa fasakh;

Menimbang, bahwa dengan fakta tergugat berpindah keyakinan, maka hal
tersebut dapat dipandang sebagai rusaknya sendi dasar perkawinan dalam Islam,
yaitu tauhid atau keyakinan yang sama terhadap Allah SWT. Tauhid atau
keyakinan kepada Allah SWT merupakan fondasi dasar yang menentukan dapat
tidaknya rumah tangga atau ikatan perkawinan tetap terjalin. Bahwa lagi pula
perpindahan agama Tergugat ke agama Kristen nyata-nyata menimbulkan

permasalahan pelik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana
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membuat Penggugat merasa tersiksa secara batiniah dan menyatakan tidak
sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil
sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil
kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah figh yang untuk selanjutnya diambil

alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

Flall o e paie alall s

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan

dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat oleh karena
gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Penggugat telah dapat
membuktikan dalil-daliinya sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Katholik, maka bentuk
perceraian yang sesuai atau tepat dengan fakta hukum tersebut di atas
dihubungkan dengan dalil syara’ sebagaimana dikemukakan tersebut di atas
adalah perceraian karena fasakh oleh karenanya Pengadilan berpendapat
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menfasakh perkawinan
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-
undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang
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Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan,
maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

untuk menghadap persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Memfasakh perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat
(TERGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk
mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota
Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari
Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437
Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari
Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H. M.Sy. sebagai Ketua Majelis, AZIMAR
RUSYDI, S.Ag., M.H. dan ZULKIFLI, S.El., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dengan dibantu NURUL HUSNA, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H. M.Sy.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H. ZULKIFLI, S.ELI

Panitera Pengganti,

NURUL HUSNA, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan  : Rp.300.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp.  6.000.-

JUMLAH : Rp.391.000,-
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